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ABSTRAK

Abstrak Perkawinan berbeda agama di Indonesia merupakan fenomena yang
kompleks, diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memiliki
implikasi terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Undang-undang
tersebut mengatur syarat-syarat sahnya perkawinan, namun tidak secara eksplisit
melarang perkawinan berbeda agama. Yurisprudensi Islam memberikan panduan
tambahan dalam memahami aspek hukum perkawinan berbeda agama.

Dalam perkawinan berbeda agama, status perkawinan dapat mengalami perbedaan
penafsiran, tergantung pada agama yang dianut oleh pasangan. Implikasi hukum
terhadap anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama terkait hak waris juga menjadi
perhatian penting. Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan mengenai kewarisan
dalam perkawinan berbeda agama, dengan memperhatikan agama ayah sebagai faktor
penentu dalam pewarisan.

Namun, penting untuk diingat bahwa praktik dan penafsiran hukum dapat
bervariasi, terutama dalam konteks perkawinan berbeda agama. Oleh karena itu,
konsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dan mempertimbangkan pendapat
ulama atau otoritas agama tertentu sangat dianjurkan untuk memperoleh pemahaman
yang komprehensif dan akurat mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan berbeda
agama serta hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Perlu ada langkah-langkah untuk mengklarifikasi dan memperjelas peraturan
hukum terkait perkawinan berbeda agama, sehingga memberikan kejelasan dan
perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan dan anak-anak yang terlibat. Selain
itu, pendekatan mediasi, pemahaman agama, serta melibatkan keluarga dalam mencapai
kesepahaman dan menghormati hak anak juga merupakan faktor penting dalam
menghadapi permasalahan yang muncul dalam konteks perkawinan berbeda agama.
Perkawinan berbeda agama di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan sosial yang
kompleks. Perlu adanya perbaikan dalam undang-undang perkawinan yang memberikan
kejelasan dan perlindungan hukum yang lebih baik. Di samping itu, penting bagi
pasangan yang berencana untuk menikah dalam perkawinan berbeda agama untuk
mencari nasihat hukum yang kompeten dan mempertimbangkan pandangan agama yang
mereka anut. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak yang lahir dari
perkawinan berbeda agama juga harus diperhatikan secara serius.

Kata-kunci: Perkawinan Berbeda Agama, UU perkawinan, Hukum Islam.

ABSTRACT
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Abstract Marriage with different religions in Indonesia is a complex phenomenon,
regulated by Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and has implications for the
inheritance rights of children born from the marriage. The law regulates the conditions
for a valid marriage, but does not explicitly prohibit interfaith marriages. Islamic
jurisprudence provides additional guidance in understanding the legal aspects of
interfaith marriage.

In a marriage of different religions, marital status may experience different
interpretations, depending on the religion the couple adheres to. Legal implications for
children born of different religious marriages related to inheritance rights are also an
important concern. The Compilation of Islamic Law provides rules regarding
inheritance in marriages of different religions, taking into account the father's religion
as a determining factor in inheritance.

However, it is important to remember that legal practice and interpretation may
vary, especially in the context of interfaith marriages. Therefore, consultation with
experienced legal experts and taking into account the opinions of certain religious
scholars or authorities is highly recommended to obtain a comprehensive and accurate
understanding of the rights and obligations in interfaith marriages and the inheritance
rights of children born from these marriages.

There needs to be steps to clarify and clarify legal regulations regarding interfaith
marriages, so as to provide clarity and better legal protection for the spouses and
children involved. In addition, mediation approaches, understanding religion, and
involving families in reaching an understanding and respecting children's rights are
also important factors in dealing with problems that arise in the context of interfaith
marriages. Interfaith marriages in Indonesia face complex legal and social challenges.
There needs to be an improvement in the marriage law that provides clarity and better
legal protection. In addition, it is important for couples planning to marry into an
interfaith marriage to seek competent legal advice and take their religious views into
account. The protection and respect for the rights of children born in marriages of
different religions must also be taken seriously.

Keywords: Interfaith Marriage, Marriage Law, Islamic Law.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Perkawinan berbeda agama di Indonesia, dalam konteks undang-undang
perkawinan, memiliki pengaturan yang kompleks. Berikut adalah tinjauan mengenai
perkawinan berbeda agama dari sudut pandang undang-undang perkawinan, hukum
Islam, dan akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama
terkait hak waris:

1. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan

perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan
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bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan
masing-masing.

b. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit melarang perkawinan
berbeda agama, banyak pandangan yang menganggap perkawinan semacam itu
tidak sah menurut undang-undang perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan
persyaratan sahnya perkawinan adalah dilaksanakan menurut hukum agama dan
kepercayaan masing-masing, yang biasanya mengharuskan kedua belah pihak

memiliki agama yang sama.
2. Hukum Islam:

a. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, perkawinan antara seorang Muslim
dengan orang non-Muslim dianggap tidak sah.

b. Dalam kompilasi hukum Islam, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa
seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta milik orang non-Muslim, dan
sebaliknya.

c. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa pengecualian tergantung pada
interpretasi hukum Islam yang berlaku di masing-masing lembaga agama atau

otoritas agama yang relevan.

3. Akibat Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Berbeda Agama
Terkait Hak Waris:

a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama di Indonesia dianggap
sebagai anak luar kawin atau anak tidak sah menurut undang-undang
perkawinan.

b. Akibatnya, anak tersebut biasanya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu
dan keluarga ibunya, sementara hubungan perdata dengan ayahnya tidak
terbentuk.

c. Dalam konteks pewarisan, anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama
mungkin tidak memperoleh hak waris dari ayahnya sesuai dengan hukum Islam
atau hukum waris yang berlaku.

d. Namun, penting untuk dicatat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dapat

berbeda-beda tergantung pada interpretasi hukum Islam yang diterima oleh
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masyarakat atau otoritas agama yang relevan, dan adanya kemungkinan

menggunakan wasiat untuk mengatur pembagian harta waris.

Pernikahan adalah sebuah ikatan bathin yang sangat suci, sebab didalam sebuah
keluarga dalam sebuah pernikahan tidak hanya mempunyai hubungan bathin saja,
melainkan terdapat energi baik yang berdasarkan kepada Allah S.W.T, artinya adalah
sebuah ikatan pernikahan bukan melulu sekedar kontak lahiriahnya, justru harus ada
kontak bathiniahnya di dalam sebuah pernikahan yang terjadi antara seorang pria dan
seorang wanita. Untuk mencapai suatu kebahagiaan didalam sebuah pernikahan,
dibutuhkan saling pengertian yang sangat dalam selain perasaan sayang dan cinta oleh
pasangannya baik pria maupun wanita, Kketika ingin mengarungi kehidupan
berumahtangga yang berbahagia, dan kekal selamanya. Selain itu tujuan berumahtangga
atau pernikahan yang dilaksanakan seorang pria dan wanita, adalah ingin mendapatkan
keturunan yang baik atas ridho Allah S.W.T, yang termaktup pada pasal 1 UU no. 1
tahun1974 mengenai perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.”

Dari bunyi pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa bunyi pasal
diatas, bisa disimpulkan arti daripada sebuah pernikahan, Arti perkawinan yaitu ikatan
lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami-
isteri, yang bertujuan membina keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal,
berdasarkan ridho dari Allah S.W.T. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang
agamais walaupun beragam agama yang dianutnya sesuai dengan kepercayaannya
masing-masing. Disebuah pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat suci dan
diagungkan masing-masing orang, maka dari itu pernikahan dengan berbeda agama atau
kerohanian menyimpan rasa yang baik atau jiwa yang tenang, oleh sebab itu pernikahan
adalah suatu yang suci bukan hanya mempunyai faktor antara jasmani dan rohani saja,
perasaan sayang dan cinta saja, juga bukan 2 (dua) orang saja yang menikah, tetapi 2
(dua) keluarga, 2 (dua) kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan, dan lain-lain melainkan
ada faktor antara jasmani dan rohani juga mempunyai peranan yang penting sehingga
dapat hidup bahagia dan kekal atas ridho Allah S.W.T.

Identifikasi Masalah
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian
ini, adalah:
1. Bagaimanakah kebenaran/validitas sebuah pernikahan yang berbeda agama
menurut UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan?.
2. Bagaimanakah hak mewaris atas anak yang dilahirkan hasil perkawinan berbeda

agama menurut Islam?.
Pembahasan

1. Seorang anak dipandang dari sudut hukum

Seorang anak, dari sudut hukum, dianggap sebagai individu yang memiliki hak-
hak dan kewajiban tertentu. Status hukum seorang anak dapat berbeda-beda tergantung
pada konteks hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Berikut
adalah beberapa aspek yang relevan dalam memahami pandangan hukum terhadap
seorang anak:

a. Kedudukan hukum: Seorang anak dianggap sebagai subjek hukum dengan hak-
hak dan kewajiban tertentu. Misalnya, anak memiliki hak atas identitas,
pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan. Mereka juga tunduk pada
kewajiban tertentu, seperti patuh pada peraturan dan undang-undang yang
berlaku.

b. Perlindungan hukum: Hukum melindungi hak-hak anak dan memastikan
kepentingan terbaik mereka. Terdapat peraturan dan konvensi internasional yang
mengatur perlindungan anak, seperti Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan perlindungan hukum adalah memastikan
anak-anak terhindar dari eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan mendapatkan
akses penuh terhadap hak-hak fundamental mereka.

c. Tanggung jawab orang tua: Hukum juga mengatur tanggung jawab orang tua
atau wali terhadap anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan
perawatan, pendidikan, dan perlindungan yang sesuai bagi anak. Mereka juga
bertanggung jawab dalam membuat keputusan yang terbaik bagi kepentingan
anak.

d. Hak waris: Hukum juga mengatur hak waris anak terkait pewarisan harta benda

dari orang tua atau keluarga mereka. Bagaimana hak waris ditentukan
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tergantung pada peraturan dan regulasi yang berlaku di suatu negara atau

yurisdiksi.

Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban yang diberikan kepada seorang anak
yang dilahirkan melalui pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia:

1. Hak-hak Anak:

o

Hak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang optimal.
b. Hak atas identitas, termasuk hak memiliki nama, kewarganegaraan, dan
pencatatan kelahiran.

c. Hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas.

d. Hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

e. Hak atas kesehatan, termasuk hak atas layanan kesehatan yang memadai.

f. Hak atas perawatan, kasih sayang, dan pemeliharaan dari orang tua atau wali

yang bertanggung jawab.
Hak atas partisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan agama.

h. Hak untuk menyampaikan pendapat dan dilibatkan dalam proses pembuatan
keputusan yang mempengaruhi kehidupannya.

i. Hak atas perlindungan hukum dan akses terhadap sistem peradilan yang adil.

2. Kewajiban Anak:

a. Kewajiban untuk menghormati dan mematuhi orang tua atau wali yang
bertanggung jawab.

b. Kewajiban untuk menghormati hak-hak dan martabat orang lain.

c. Kewajiban untuk menjaga kebersihan diri, kesehatan, dan keamanan diri sendiri
serta orang lain.

d. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan dan belajar dengan sungguh-sungguh.

e. Kewajiban untuk mematuhi peraturan dan norma yang berlaku dalam
masyarakat.

f. Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau
orang lain.

g. Kewajiban untuk melaporkan kejadian yang membahayakan diri sendiri atau

orang lain kepada orang yang berwenang.
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h. Kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
i. Penting untuk diketahui bahwa hak dan kewajiban anak yang dilahirkan melalui
pernikahan juga dapat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya

dan kebiasaan lokal yang berlaku di masyarakat.

2. Kewarisan bagi perkawinan berbeda agama

Kewarisan bagi perkawinan berbeda agama dapat dipengaruhi oleh peraturan
dan regulasi yang berlaku di negara tertentu. Setiap negara memiliki sistem hukum
waris yang dapat mempengaruhi hak waris seorang anak yang lahir dari perkawinan
berbeda agama.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait kewarisan
dalam konteks perkawinan berbeda agama:

a. Hukum perdata: Dalam beberapa sistem hukum perdata, pewarisan harta benda
dapat ditentukan berdasarkan prinsip kesetaraan antara anak-anak. Ini berarti
bahwa anak-anak dari perkawinan berbeda agama memiliki hak untuk mewarisi
harta benda dari kedua orang tua mereka, tanpa memandang perbedaan agama
mereka.

b. Hukum agama: Dalam beberapa kasus, hukum agama yang berlaku dalam
perkawinan berbeda agama mungkin mempengaruhi kewarisan. Beberapa agama
memiliki aturan yang khusus mengenai pewarisan, bagi anak-anak yang lahir
dari perkawinan berbeda agama. Misalnya, dalam yurisprudensi Islam,
pewarisan dapat tergantung pada keyakinan agama ayah. Jika agama ayah
adalah Islam, anak dapat memiliki hak waris sesuai dengan ketentuan hukum
waris Islam. Namun, ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum
agama dan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

c. Pembagian harta secara kesepakatan: Dalam beberapa kasus, pasangan yang
menikah dalam perkawinan berbeda agama dapat membuat perjanjian pra-nikah
atau perjanjian lainnya yang mengatur pembagian harta benda dan kewarisan.
Jika ada perjanjian tersebut, maka pembagian warisan akan mengikuti ketentuan

dalam perjanjian tersebut.
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Di dalam konteks hukum waris di Indonesia, terdapat perbedaan antara
KUHPerdata yang mengatur hukum waris secara umum dan hukum waris berdasarkan
agama, seperti hukum waris Islam.

UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Burgerlijk Wetboek) adalah bagian dari KUHPerdata yang mengatur berbagai aspek
hukum, termasuk hukum waris di Indonesia. Ini menjadi dasar hukum umum yang
berlaku bagi penduduk atau masyarakat yang tunduk pada KUHPerdata.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam prakteknya, hukum waris di Indonesia juga
memperhitungkan asas keadilan dan asas kekeluargaan. Ini berarti bahwa dalam kasus-
kasus khusus, hukum waris dapat disesuaikan dengan keadaan konkret dan
mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kesejahteraan keluarga dan prinsip-prinsip
moral.

Selain itu, bagi penduduk atau masyarakat yang tunduk pada hukum waris Islam,
hukum waris yang diatur dalam agama Islam juga memiliki kekuatan hukum yang
mengikat. Masyarakat Muslim dapat mengikuti ketentuan waris yang diatur dalam
agama Islam, yang mencakup ketentuan pembagian harta berdasarkan hubungan
keluarga dan peran individu dalam keluarga.

Dalam prakteknya, pengaturan hukum waris di Indonesia dapat melibatkan
KUHPerdata, dan juga prinsip-prinsip hukum agama yang dianut oleh individu atau
keluarga tersebut. Penting untuk memperhatikan kedua aspek ini dan
mempertimbangkan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip agama yang relevan

dalam menentukan hak waris individu yang terkait.

3. Syarat-syarat kewarisan

Syarat-syarat kewarisan dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang
berlaku di negara tertentu.

Berikut adalah beberapa syarat umum yang sering ditemukan dalam konteks
kewarisan:

a. Hubungan kekerabatan: Seorang ahli waris harus memiliki hubungan
kekerabatan dengan pewaris. Biasanya, ahli waris adalah anggota keluarga
langsung pewaris seperti anak, cucu, orang tua, atau saudara kandung. Namun,
dalam beberapa kasus, hukum waris juga dapat mengakui hubungan kekerabatan

yang lebih jauh seperti paman, bibi, atau sepupu.
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b. Kehidupan saat pewaris meninggal: Ahli waris harus hidup pada saat pewaris
meninggal dunia. Jika seseorang telah meninggal sebelum pewaris dan tidak
meninggalkan keturunan, hak waris mereka mungkin akan dialihkan kepada ahli
waris lain yang memenuhi syarat.

c. Tidak dinyatakan tidak layak mewarisi: Dalam beberapa sistem hukum, ada
syarat bahwa ahli waris tidak boleh dinyatakan tidak layak mewarisi. Misalnya,
jika seseorang telah melakukan tindakan kriminal terhadap pewaris atau telah
mencoba membunuh pewaris, mereka mungkin dikecualikan dari pewarisan.

d. Ketentuan hukum agama: Jika hukum agama berlaku dalam konteks pewarisan,
syarat-syarat kewarisan juga dapat tergantung pada aturan agama yang dianut
oleh pewaris dan ahli waris. Misalnya, dalam hukum Islam, terdapat ketentuan-
ketentuan yang mengatur bagaimana pembagian harta warisan harus dilakukan
sesuai dengan perintah agama.

e. Surat wasiat: Jika pewaris telah membuat surat wasiat yang sah sebelum
meninggal, syarat-syarat kewarisan dapat ditentukan dalam surat wasiat tersebut.
Surat wasiat dapat mengubah atau melengkapi aturan waris yang berlaku dan

mempengaruhi bagaimana harta warisan dibagikan.

4. Cara mendapatkan warisan

Untuk mendapatkan warisan, biasanya langkah-langkah yang harus diikuti
adalah sebagai berikut:

a. Pastikan Anda adalah ahli waris: Periksa undang-undang waris di negara Anda
untuk mengetahui siapa saja yang dianggap sebagai ahli waris berdasarkan
hubungan darah atau hukum yang berlaku. Pastikan bahwa Anda memenuhi
syarat-syarat sebagai ahli waris.

b. Peroleh salinan surat kematian: Dapatkan salinan akta kematian pewaris dari
instansi yang berwenang. Surat kematian ini penting untuk membuktikan bahwa
pewaris telah meninggal dunia.

c. Cari dan periksa adanya surat wasiat: Jika pewaris telah membuat surat wasiat,
cari tahu apakah ada salinan surat wasiat yang sah. Surat wasiat dapat mengatur
pembagian harta peninggalan sesuai dengan kehendak pewaris. Jika ada surat

wasiat, pastikan Anda mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya.
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d. Ajukan permohonan ke pengadilan: Jika tidak ada surat wasiat atau jika ada
sengketa mengenai warisan, Anda mungkin perlu mengajukan permohonan ke
pengadilan. Di beberapa negara, ada pengadilan khusus yang menangani
masalah waris. Ajukan permohonan secara resmi dan ikuti proses hukum yang
ditetapkan.

e. Dapatkan sertifikat waris: Setelah hak Anda sebagai ahli waris diakui oleh
pengadilan atau berdasarkan ketentuan undang-undang, Anda akan diberikan
sertifikat waris atau surat penetapan ahli waris. Dokumen ini adalah bukti bahwa
Anda memiliki hak atas warisan tersebut.

f. Lakukan pembagian harta peninggalan: Setelah Anda memiliki sertifikat waris,
Anda dapat melanjutkan dengan pembagian harta peninggalan sesuai dengan
ketentuan undang-undang atau surat wasiat. Pastikan untuk mengikuti prosedur
yang berlaku dan berkoordinasi dengan ahli hukum atau notaris jika diperlukan.

g. Penting untuk dicatat bahwa proses mendapatkan warisan dapat berbeda-beda di
setiap negara dan tergantung pada hukum waris yang berlaku di sana.
Disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam
masalah waris untuk memastikan bahwa Anda mengikuti prosedur yang tepat

dan memahami hak-hak Anda dalam situasi spesifik Anda.

Ada dua macam untuk mendapatkan warisan, yaitu:

a. Pewarisan secara Ab Intestato: Ini merujuk pada pewarisan yang terjadi ketika
seseorang meninggal tanpa meninggalkan surat wasiat atau ketentuan khusus
mengenai pembagian harta warisan. Dalam hal ini, hukum waris yang berlaku di
negara tersebut akan menentukan bagaimana harta peninggalan akan dibagi di
antara ahli waris yang sah berdasarkan hubungan darah atau hukum yang
berlaku. Biasanya, undang-undang waris menetapkan urutan pewarisan
berdasarkan tingkat kedekatan hubungan, seperti anak, suami/istri, orang tua,
saudara kandung, dan sebagainya.

b. Pewarisan secara Testamentair: Ini terjadi ketika seseorang meninggalkan surat
wasiat atau testamen yang mengatur pembagian harta warisannya sesuai dengan
kehendaknya sendiri. Surat wasiat tersebut harus sah dan memenuhi persyaratan
hukum yang berlaku, seperti ditandatangani dengan kesadaran penuh oleh

pewaris dan disaksikan oleh saksi yang sah. Dalam hal ini, pembagian harta
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peninggalan akan dilakukan sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam surat

wasiat tersebut.

5. Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan

Berikut adalah tindakan yang dapat menyebabkan seseorang dianggap tidak
patut menerima harta warisan, yaitu:

a. Pembunuhan atau upaya pembunuhan: Jika ahli waris dengan putusan hakim
telah terbukti bersalah melakukan pembunuhan atau upaya pembunuhan
terhadap pewaris, dapat menyebabkan kehilangan hak waris.

b. Fitnah terhadap pewaris: Jika ahli waris telah dipidana karena melakukan fitnah
terhadap pewaris dengan tuduhan kejahatan serius, seperti yang dijelaskan dalam
poin 2.

c. Menghalangi atau mencegah pembuatan atau penarikan surat wasiat: Ahli waris
yang dengan kekerasan atau tindakan lain secara nyata menghalangi atau
mencegah pewaris dalam membuat atau menarik surat wasiat dapat dianggap
tidak patut menerima warisan.

d. Pemalsuan, penggelapan, atau pemusnahan surat wasiat: Jika ahli waris terbukti
melakukan pemalsuan, penggelapan, atau pemusnahan surat wasiat yang sah,

dapat menyebabkan kehilangan hak waris.

6. Akibat dari perkawinan berbeda agama

Dalam hal perkawinan berbeda agama, konsekuensi hukum dapat berbeda-beda
pada setiap negara memiliki system hokum yang mengatur aspek-aspek hokum nya
sendiri. Dalam beberapa negara, perkawinan berbeda agama dapat diakui secara hukum
dengan syarat tertentu, sementara di negara lain mungkin tidak diakui. Pada hakekatnya,
status

Perkawinan berbeda agama merujuk pada pernikahan antara dua orang yang
memiliki keyakinan agama yang berbeda. Hal ini dapat terjadi ketika salah satu atau
kedua pasangan memiliki agama yang berbeda, misalnya Islam dan Kristen, Hindu dan
Buddha, atau agama lainnya.

Di Indonesia, perkawinan berbeda agama diatur dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur prosedur dan

persyaratan perkawinan, termasuk perkawinan antaragama.
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Menurut undang-undang tersebut, perkawinan dapat dilakukan menurut agama
dan kepercayaan masing-masing pasangan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa
perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh
calon suami-isteri.

Namun, perlu diingat bahwa setiap agama memiliki aturan dan persyaratan yang
berbeda terkait pernikahan. Oleh karena itu, untuk melakukan perkawinan berbeda
agama, pasangan perlu memenuhi persyaratan agama masing-masing dan mendapatkan
persetujuan dari pihak yang berwenang dalam agama tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, perkawinan antara seorang Muslim dengan
seorang non-Muslim (perkawinan beda agama) dianggap tidak sah menurut pandangan
mayoritas ulama. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hal ini.

Dalam praktiknya, perkawinan beda agama di Indonesia biasanya memerlukan
proses khusus, seperti mendapatkan izin dari kantor urusan agama dan persetujuan dari
pihak keluarga atau komunitas agama yang bersangkutan.

Peraturan dan pandangan terkait perkawinan beda agama dapat berbeda-beda di
setiap negara, tergantung pada undang-undang dan norma-norma sosial dan agama yang

berlaku di masing-masing tempat.
7. Akibat terhadap status perkawinan

Perkawinan berbeda agama dapat memiliki konsekuensi terhadap status
perkawinan yang berbeda-beda tergantung pada hukum yang berlaku di negara atau
yurisdiksi tertentu. Berikut ini adalah beberapa kemungkinan akibat terhadap status
perkawinan dalam konteks perkawinan berbeda agama:

a. Di beberapa negara, perkawinan berbeda agama mungkin dianggap sah dan
memiliki status perkawinan yang sama dengan perkawinan dalam agama yang
sama. Pemerintah mengakui pernikahan ini secara hukum dan memberikan hak-
hak dan kewajiban yang sama kepada pasangan.

b. Di negara lain, perkawinan berbeda agama mungkin diakui sebagai bentuk
perkawinan yang sah secara sosial atau budaya, tetapi tidak memiliki pengakuan
hukum yang sama seperti perkawinan dalam agama yang sama. Ini bisa berarti
pasangan tidak memiliki hak-hak hukum yang sama seperti warisan, hak asuh

anak, atau hak-hak lain yang terkait dengan status perkawinan.
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c. Ada juga negara yang tidak mengakui atau melarang perkawinan berbeda
agama. Pernikahan semacam itu mungkin dianggap tidak sah atau ilegal, dan
pasangan tersebut mungkin tidak memiliki status perkawinan yang diakui oleh

pemerintah atau lembaga hukum.

Penting untuk mengetahui bahwa hukum perkawinan dapat sangat bervariasi di
setiap negara dan konteks hukum tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang
ingin menikah berbeda agama untuk mencari informasi yang akurat dan memahami
konsekuensi hukum yang terkait dengan status perkawinan dalam yurisdiksi mereka.
Konsultasikan dengan ahli hukum atau lembaga yang berwenang di negara masing-
masing untuk memahami lebih lanjut mengenai status perkawinan dalam konteks

perkawinan berbeda agama.

8. Akibat dari perkawinan berbeda agama terhadap status, dan kedudukan

anak terkait masalah kewarisan

Akibat dari perkawinan berbeda agama terhadap status perkawinan dan
kedudukan anak terkait masalah kewarisan dapat bervariasi tergantung pada hukum
yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Berikut ini adalah beberapa
kemungkinan akibat yang dapat terjadi:

a. Status Perkawinan: Di beberapa negara, perkawinan beda agama dapat diakui
sebagai sah secara hukum dan memiliki status perkawinan yang sama dengan
perkawinan dalam agama yang sama. Namun, di negara lain, perkawinan
semacam itu mungkin tidak diakui atau memiliki status yang terbatas.

b. Hak Kewarisan Anak: Terkait dengan kewarisan, hukum yang berlaku akan
mempengaruhi bagaimana hak kewarisan anak yang dilahirkan dari perkawinan
beda agama ditentukan. Beberapa negara mungkin mengakui hak waris anak
tersebut dari kedua orangtuanya, sedangkan negara lain mungkin memberikan
hak kewarisan yang terbatas atau bahkan tidak memberikan hak kewarisan dari
pihak ayah atau keluarga ayah.

c. Penentuan Hukum yang Berlaku: Dalam perkawinan beda agama, pertanyaan
mengenai hukum yang berlaku dalam hal status perkawinan dan kewarisan
sering kali muncul. Apakah hukum yang berlaku adalah hukum agama dari

masing-masing pasangan, hukum sipil, atau kombinasi keduanya? Ini dapat
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memiliki implikasi yang signifikan terhadap status perkawinan dan kedudukan
anak terkait masalah kewarisan.

d. Dampak dari perkawinan berbeda agama terhadap status, dan kedudukan anak
terkait masalah kewarisan adalah gambaran umum, juga pengaruh hukum dapat
sangat berbeda di setiap negara atau yurisdiksi. Untuk memahami secara akurat
akibat perkawinan berbeda agama terhadap status perkawinan dan kewarisan
anak, penting untuk mengacu pada hukum yang berlaku di negara Anda atau

mendapatkan nasihat dari ahli hukum yang berpengalaman dalam masalah ini.
9. Kesimpulan

Kesimpulan mengenai pembahasan penulisan jurnal perkawinan beda agama di
Indonesia yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi
Islam, serta tindakan hukum terkait anak yang lahir dari pernikahan beda agama terkait
hak waris adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia: Perkawinan berbeda agama di Indonesia
diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini
menyatakan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing pasangan. Namun, undang-undang tersebut tidak
secara tegas melarang atau mengizinkan perkawinan beda agama.

b. Yurisprudensi Islam: Dalam praktiknya, beberapa pengadilan di Indonesia telah
mengeluarkan keputusan berdasarkan hukum Islam yang menolak perkawinan beda
agama. Meskipun tidak ada ketentuan yang jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974
tentang larangan perkawinan berbeda agama, yurisprudensi ini dapat
mempengaruhi validitas perkawinan beda agama dalam praktek.

c. Akibat Hukum Terhadap Anak: Terkait dengan anak yang lahir dari perkawinan
beda agama, hak waris anak tersebut tergantung pada hukum yang berlaku. Dalam
konteks hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama umumnya
dianggap sebagai anak yang tidak sah dan tidak memiliki hak waris dari ayah atau
keluarga ayah. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan pendapat di

kalangan ulama mengenai hal ini.

120



Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.10 Nomor 1 Juli 2023

d. Kesimpulan ini didasarkan pada informasi umum mengenai perkawinan berbeda
agama di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi dan implementasi

hukum dapat berbeda di berbagai kasus dan di berbagai wilayah.

8. Saran

Saran mengenai perkawinan berbeda agama di Indonesia yang diatur oleh UU

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi Islam, serta tindakan hukum

terkait anak yang lahir dari pernikahan berbeda agama terkait hak waris adalah sebagai

berikut:

a. Kilarifikasi dan Penyempurnaan Undang-Undang: Diperlukan Klarifikasi yang lebih
jelas dalam undang-undang mengenai status dan validitas perkawinan beda agama.
Perlu dipertimbangkan untuk mengatur secara eksplisit mengenai larangan atau
persyaratan yang berlaku untuk perkawinan beda agama, sehingga dapat
memberikan kejelasan hukum bagi pasangan yang ingin menikah dalam konteks
ini.

b. Konsultasi Hukum dan Mediasi: Pasangan yang berencana untuk menikah dalam
perkawinan beda agama sebaiknya mencari nasihat hukum dan berkonsultasi
dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam masalah ini. Ahli hukum dapat
memberikan informasi yang lebih rinci tentang implikasi hukum dan memberikan
panduan tentang cara mengatasi permasalahan yang mungkin muncul, termasuk
dalam hal hak waris bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama.

c. Pemahaman dan Kesadaran Agama: Pasangan yang mempertimbangkan
perkawinan berbeda agama sebaiknya memahami dengan baik prinsip-prinsip
agama yang mereka anut. Diskusi terbuka dan jujur mengenai keyakinan dan
praktik agama masing-masing sangat penting dalam membangun pemahaman dan
kesepahaman dalam perkawinan beda agama.

d. Mediasi dan Pendekatan Keluarga: Dalam situasi perkawinan beda agama,
melibatkan keluarga dan melakukan mediasi dapat membantu mengatasi konflik
dan perbedaan pandangan. Upaya untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan
bersama antara kedua belah pihak dan keluarga dapat membantu menjaga

keharmonisan dan kesejahteraan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama.
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e. Menghormati Hak Anak: Penting untuk mengutamakan kepentingan dan hak-hak
anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama. Anak harus diberikan
perlindungan hukum yang memadai, termasuk hak waris yang adil dan sejalan
dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan anak.

Penting untuk diingat bahwa saran ini bersifat umum, dan setiap kasus

perkawinan berbeda agama dapat memiliki faktor-faktor yang berbeda pula.
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